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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal x zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
xi 
 
ء hamzah ‘ apostrof 
ى ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
 َا fathah A a 
 ِا kasrah I i 
 ُا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa 
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 َلَْﻮھ : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
A A dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas 
 ُو Dhammmah dan 
waw 
U U dan garis di atas 
  
Contoh: 
 تﺎﻣ : maata 
 ﻰَﻣَر : ramaa 
 ﻞْﯿِﻗ : qiila 
  ُتْﻮَُﻤﯾ : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
 
Contoh : 
 ُﺔَﺿْوَِﺮﻟَﺎﻔَْطْﻻا : raudah al- atfal 
 َُﺔﻨْﯾِﺪَﻤﻟُاَﺔﻠِﺿَﺎﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah 
 ُﺔَﻤْﻜِْﺤﻟا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 َﺎﻨﱠﺑَر : rabbanaa 
 َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ : najjainaa 
  ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq 
  َﻢ ﱢُﻌﻧ : nu”ima 
  ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun 
 Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
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  ﱞِﻲﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  َُﺔﻟَﺰﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 َﺔﻔَﺴَﻠﻔَْﻟا : al-falsafah 
  ُدَِﻼﺒَْﻟا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْوُﺮُْﻣَﺎﺗ : ta’muruuna 
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’ 
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 ٌءْﻲَﺷ : syai’un 
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 




Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
 ِﻪ ّٰﻠﻟا  ِﺔَْﲪَر  ِﰲ  ْﻢُﻫ  hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 




Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt = subhanallahu wata’ala 
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 
a.s = ‘alaihi al-sallam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
W = Wafat Tahun 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 




 ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم
 ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ= ﺻﻠﻌﻢ
 ﻃﺒﻌﺔ=  ط
 ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ= دن
 اﱃ اﺧﺮﻫﺎ /  اﺧﺮﻩاﱃ  =  اﱁ
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Skripsi ini membahas tentang persoalan Hak Asuh Anak menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam, dengan sub 
permasalahan yaitu: 1) 1. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?; 2. Bagaimana hak asuh anak 
ditinjau dalam perspektif Hukum Islam? 
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode 
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Data yang 
dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (library research)  yaitu mengumpulkan 
data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah 
redaksi kalimatnya ataupun tidak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang 
penguasaan anak. namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama dan Intuksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang 
penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah hadhanah menjadi hukum 
positif di Indonesia. Hal itu terdapat dalam Pasal 41, 45, 46, 47, 48, dan 49 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian hak asuh anak dalam 
hukum Islam yaitu hukumnya wajib,. Semua ulama bersepakat bahwa yang menjadi 
hak asuh anak adalah ibunya dan memikul biaya hak asuh anak adalah tanggung 
jawab ayahnya. Ditambahkan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 
juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum belum berumur 12 
tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut 
sudah mumayyiz, dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai 
pemeliharaanya. 
Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti menemukan ada hal yang menarik 
dikaji dengan persoalan hak asuh  anak (hadhanah) di Indonesia. Peneliti menemukan 
konsep hak asuh anak ini sangat relevan dengan kondisi sekarang yang dimana, fakta 
di lapangan terdapat banyak problem di mayarakat yang ketika keluarganya telah 
bercerai melalui putusan Pengadilan Agama kedua orangtuanya saling 
memperebutkan atau masih ingin memiliki anaknya. Persoalan ini menimbulkan 
perhatian khusus terhadap orangtua yang dimana persoalan tersebut masih beberapa 
orang belum memahami aturan-aturan hukum berkaitan dengan hak asuh anak yang 





A. Latar Belakang Masalah  
Hukum Islam sebagai fiqih yang kemudian menjadi salah satu disiplin 
ilmu. Hukum Islam dalam makna yang luas sebagai seluruh Kalamullah dan 
sabda Rasulullah saw mencakup perintah dan laranga, sejak masa Nabi 
Muhammad saw sampai sekarang terus menerus berkembang karena ajran Islam 
ini berlaku hingga akhir zaman. Adanya perintah dan larangan tertentu 
menunjukkan adanya tata tertib di dalam alam ciptaannya, hal ini berfungsi untuk 
mnegurus tata tertib di alam sehingga hukum Islam ini mempunyai cakupan kajian 
yang sangat luas karena tidak hanya berhubungan dengan tata tertib manusia 
tetapi juga berhubungan dengan tata tertib alam semesta.1 
Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, 
melainkan ikatan suci yang terkait dengan kenyakinan dan keimanan kepada 
Allah swt. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk 
itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang 
menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera 
(mawaddahh wa rahmah) dapat terwujud. 
Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di 
perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya 
perkawinan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah 
ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. 
                                                          
1Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2017), h. 11.  
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Konsekuensinya dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna 
dasar talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. 2 
Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam 
masyarakat. Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang 
pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.3 Sementara menurut Kamus 
Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang 
sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk 
menikah lagi. 4 
Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan 
yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai 
perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga 
kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap 
suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami 
terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi 
suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. 5 
Pada posisi ini, kecaman terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami 
karena perkawinan masuk dalam wilayah sakral serta melibatkan semua pihak. 
Proses dan tradisi perkawinan juga terbilang ketat di Indonesia, menghabiskan 
                                                          
2Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Cet. VI; Jakarta” Kencana, 2016), h. 206.  
3Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, Jurnal 
Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, h. 90.  
4Nicholas Abercrombie, dkk, Kamus Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 
160-161. Dikutip dalam Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di 
Aceh”, h. 92  
5Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, h. 92. 
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banyak energi dan biaya yang tidak sedikit. Dari segi dampak, perceraian juga 
berdampak luas. Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian 
juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial.6 
Anak, dikenal sebagai turunan kedua manusia, manusia yang masih kecil. 
Dalam Al-Qur’an, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pula pada pandangan 
mata, dan perhiasan hidup.7 Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-
Kahfi/18:46, yaitu 
                        
         
Terjemahnya: 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan”.8 
 
Ayat ini menyatakan: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia. Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia tetapi amalan-
amalan yang kekal karena dilakukan demi karena Allah swt lagi saleh, yakni 
sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat adalah lebih untuk kamu semua 
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk 
menjadi harapan. 
Ayat tersbut menamai harta dan anak adalah yakni hiasan atas seuatu yang 
dianggap baik dan indah. Ini memang demikian, juga pada anak, di samping anak 
                                                          
6Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, h. 92. 
7Redaksi Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru van 
Hoeve, 1997), h. 141.   




dapat membela dan membantu orangtuanya. Penamaan keduanya sebagai hiasan 
jauh lebih tetap daripada menamainyasesuatau yang berharga. Karena 
kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seorang berharga 
atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman 
dan amal shaleh. 9 
Anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak belum dilahirkan, bahkan 
sejak  belum berbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang 
perkawinan dan pentingnya memelihara keturuan kebersihan keturunan. 
Memelihara kebersihan keturunan. Adalah salah satu dari lima prinsip (al-
Qawa’id al-Khamsah) yang dirumuskan oleh ilmu ushul fiqih tentang tujuan 
syariat dan hukum-hukum Islam, yaitu terpeliharanya jiwa, agama, keturuanan, 
akal, dan harta. 10 
Anak merupakan amanat dari Allah swt. Sebagai amanat, anak harus 
dipelihara, diberi bekal hidup dan didik agar kelak menjadi manusia yang dewasa 
secara fisik dan mental. Anak berhak memperoleh perlindungan dari semua yang 
dapat menghambat, apalagi merusak perkembangannya secara jasmani dan rohani. 
Orang tua dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan tersebut. 
Ibunya misalnya wajib menyusuinya selama 2 tahun dan menjaga kesehatannya 
dengan memberi makanan bergizi, sedangkan masyarakat wajib menyiapkan 
sarana pendidikan untuknya. 11 
                                                          
9M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Vol. 
VIII; Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 69-70.  
10Redaksi Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 141.   
11Redaksi Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 142.   
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Berbeda dengan orang dewasa, anak belum bisa berpikir secara abstrak 
dan belum bisa mengenali dirinya sendiri. Anak peka terhadap gangguan 
kesehatan fisik atau kecelakaan serta terhadap masalah-masalah psikis (jiwa). 
Perilakunya juga belum stabil. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh 
lingkungan hidup anak. 12 
Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, 
atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat 
hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut 
dari perceraiannya13, sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan 
karena perceraian ialah: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusan, 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya 
tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan 
bahwa ikut memikul biaya tersebut, 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 




                                                          
12Redaksi Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 142.   
13Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Pluralitas Hukum 
Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum 
Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Cet. I; Malang: Tunggal Mandiri 
Publishing, 2012), h. 417.   
14Kementerian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan 
(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemeteiran Agama, 2015), h. 33.  
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Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 
tentang Perkawinan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian 
mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri. Selain itu, 
perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana 
diatur dalam Pasal, 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 yang memuat 
ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama duatur menurut hukum 
agama, hukum adat, atau hukum yang lain.. jika dicermati esensi dari akibat-
akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak mantan suami atau istri 
sebagai hak-hak asasi Manusi (HAM). 15 
Pengasuhan atau hadhanah dalam perspektif Islam menempati satu dari 
beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam 
rahim ibunya ia telah memiliki ahliyah wujud naqishah, yaitu kepantasan untuk 
memiliki hak-hak. Janin berhak memiliki warisan, wakaf, dan lainnya di samping 
secara pasti memiliki nasab orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku 
secara efektif apabila ia telah lahir.16 
Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. 
Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di 
pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di 
pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, 
                                                          
15Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Pluralitas Hukum 
Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum 
Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, h. 418.   
16Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam 
(Cet. I; Jakarta: Pena, 2008), h. 113.  
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sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya; yaitu pendidikan dan 
pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus 
dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.17 
Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak), diatur dalam firman Allah 
swt, Q.S at-Tahrim/66:6, yaitu: 
                             
                     
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.”18 
 
Ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus 
bermula dari rumah. Ayat tersbut walau secara redaksional tertuju kepda kaum 
pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju 
kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan Ayah). Ini berarti kedua orangtua 
bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing 
sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau Ibu 
sendiri tidak cukup untuk mencipitakan satu rumah tangga yang diliputi oleh 
nilai-nilai agama serta dianungi oleh hubungan yang harmonis. 19 
 
                                                          
17Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Edisi I; Cet. IV; Jakarta: Kencana Pranada 
Media Group, 2010), h. 175.  
18Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 820.  
19M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h. 327.  
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Secara normatif, masalah hadhanah telah diatur dalam kitab-kitab klasik 
maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Di 
Indonesia, masalah hadhanah (pemeliharaan anak) diatur dalam Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia. 20 
Adapun dalam Pasal 45, 46, dan 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menentukan, bahwa: 
Pasal 45 
1. “Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anakanak mereka 
sebaik-baiknya, 
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.21” 
Pasal 46 
1. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang 
baik, 
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu 
memerlukan bantuannya”. 22 
Pasal 47 
1. “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, 
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar Pengadilan”. 23 
 
                                                          
20Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, h. 
113-114.  
21Kementerian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, 
h. 34.  
22Kementerian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, 
h. 34.  
23Kementerian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, 
h. 34.  
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Adapun jika diperhatikan Kompilasi Hukum Islam, bahwa KHI mengatur 
dalam hal terjadi perceraian pada Pasal 105, yaitu 
1. “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya, 
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, 
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.24 
 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas utama kepada ibu 
untuk memegang hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan 
tetapi, setelah hak berusai 12 tahun, maka untuk menentukah hak hadhanah 
tersebut diberikah hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama 
ibu atau ayahnya.25 
Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan ibunya, tetapi biaya 
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak sengketa pemeliharaan 
anak tidak dapat disamakan sengketa harta bersama. Akan tetapi, pada sengketa 
hadhanah anak, hubungan hukum antara anak dan orang tua tidaklah putus, 
melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat 
logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya ditetapkan kepada ibu, maka 
pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan 
anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, 
mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya.26 
                                                          
24Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembianaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 
52-53.  
25H. M. Anshary MK. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 109.  




Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah mengaturnya pada Pasal 
156, yaitu: 
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti 
oleh : 
1) Wanita-wanita dalam garis lurus ibu, 
2) Ayah, 
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke ayah, 
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,  
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, 
6) Wanita-wanita kerabat sedarah  menurut garis samping dari ayah. 
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya; 
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 
dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula; 27 
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 
                                                          
27Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 72.  
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e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan 
(d); 
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya. 28 
Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik 
orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal 
(kecerdasan berfikir). Muculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya 
disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum 
dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya 
orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak 
tersebut.29 
Hadanah (pemeliharaan anak) pada dasarnya menjadi tanggungjawab 
kedua orangtuanya. Hadanah dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah 
ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. 
Dalam konsep Islam, tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai 
kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 
isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. 
Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara 
                                                          
28Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 73.  




suami dan istri dalam memlihara anak, mengantarkan hingga anak tersebut 
dewasa. 30 
Hadanah dapat berjalan dengan baik pada rumah tangga yang tenteram 
dan damai. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit rumah tangga yang berantakan 
karena kemelut yang terjadi pada rumah tangga tersebut dan berakhir dengan 
perceraian. Akibat dari perceraian itu tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut menanggung derita yang berkepanjangan. Karena adanya 
perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul masalah hukum 
dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara 
anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada 
anak-anaknya. Apabila perkara ini diajukan ke pengadilan agama, maka Majelis 
Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, 
termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.31 
Berdadasarkan dari pemaparan tersebut maka peneliti mengangkat judul 
skripsi yaitu “Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 





                                                          
30Arne Huzaimah, “Problematika Penyelesaian Perkara Hadanah di Pengadilan Agama 
Kelas 1A Palembang”. Jurnal Nurani, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, Fakultas Syari’ah IAIN Raden 
Fatah Palembang, h. 16.  
31Arne Huzaimah, “Problematika Penyelesaian Perkara Hadanah di Pengadilan Agama 
Kelas 1A Palembang”, h. 16-17.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih 
terdapat kekurangan pengetahuan mengenai hak asuh anak di bawah umur, maka 
yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penjelasan 
tentang hak asuh anak di bawah umur ?” 
Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub 
masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan ?  
2. Bagaimana hak asuh anak ditinjau dalam perspektif Hukum Islam? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian 
sebenarnya, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Hak Asuh Anak, atau pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan 
mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu 
berdiri sendiri.32 
2. Pendekatan Komparatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
membandingkan undang-undang suatu negara dengan dengan undang-
undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. 
Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan 
perbedaan di antara undang-undang tersebut dan untuk menjawab 
                                                          
32Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 14.  
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mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filososfi yang 
melahirkan undang-undang tersebut.33  
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Hak Asuh Anak Menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan 
Komparatif). Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum 
ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar 
nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya “Fiqih Munakahat”. Buku ini 
memberikan gambaran dalam satu babnya yaitu pemeliharaan anak (hadhanah). 
Pada bab tersebut menjelaskan pengertian dan dasar hukum pemeliharaan anak, 
kemudian yang berhak melakukan hadhanah (pemeliharaan anak), syarat-syarat 
hadhinah dan hadhin, masa hadhanah dan upah hadhanah.34 
Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan dalam bukunya “Hukum 
Pengangkatan Anak Perspektif Islam”. Buku ini menjelaskan bahwa salah satu 
aspek yang menjadi tema kajian hukum Islam (baik klasik maupun kontemporer) 
adalah tentang pengangkatan anak. Secara sosiologis pengangkatan anak 
                                                          
33Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2005), h. 135.  
34Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, h. 175-190.  
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mengandung dimensi sosial, unsur saling tolong menolong dalam kebajikan yang 
sangat dianjurkan dalam Islam. 35 
H.M. Anshary MK dalam bukunya “Hukum Perkawinan di Indonesia”. 
Buku ini meberikan gambaran fakta dalam kehidupan hukum sehari-hari, di mana 
terdapat aspek-aspek hukum dalam bidang perkawinan di Indonesia yang 
implementasinya kurang mendapat respons dari sebagian komunitas muslim 
Indonesia, di samping itu terdapat pula perbedaan yang signifikan antara rumusan 
hukum positif di satu pihak dan hukum normatif di pihak lain. 36 
Muhammad Jawad Mughaniyah, “Al-Fiqh ‘ala al Madzahib al-Khamsah”. 
Diterjemahkan oleh Mayskur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, “Fiqih 
Lima Mazhab: Edisi Lengkap Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali”. 
Buku ini memberikan penjelasan tentang persoalan mengasuh anak yang diatur 
dalam BAB NIKAH. namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa 
asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, 
hak-hak atas upah, dan lain-lain.37 
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dalam bukunya “Hukum 
Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. 
Menurut peneliti buku ini membahas tenatng hukum perkawinan Islam yang 
                                                          
35Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,  
h. vi.  
36H. M. Anshary MK. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, h. ix.  
37Muhammad Jawad Mughaniyah, Al-Fiqh ‘ala al Madzahib al-Khamsah”. 
Diterjemahkan oleh Mayskur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, “Fiqih Lima Mazhab: 
Edisi Lengkap Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. (Cet. V; Jakarta Lentera, Basritama, 
2000), h.  415. 
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membahas secara seius perkembangan Konseptual Hukum perdata Islam di 
Indonesia mulai dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku ini tampil dengan fokus 
kajian yang berbeda untuk melihat perkembangan atau lebih tepatnya pergeseran 
hukum Islam.38 
Aulia Muthiah dalam bukunya, “Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum 
Keluarga”. Buku ini berisikan kajian hukum Islam yang difokuskan pada 
pembahasan tenatng hukum keluarga yang berkaitan dengan hukum perkawinan, 
hukum kewarisan, harta kekayaan dalam perkawinan, wasiat dan hibah. Buku ini 
mengkaji tentang teori yang berlandaskan pada pendapat para fuqaha yang 
dipadukan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).39  
Tihami dan Sohari Sahranai dalam bukunya “Fikih Munakahat: Kajian 
Fikih Nikah Lengkap”. Buku ini menjelaskan tentang materi fikih munakaht yang 
memuat semua permaslahan pernikahan secara terpenrinci, berikut dalil-dalil, 
bahkan disertai dengan analisis perbandingan dengan berakhir dengan tarjih. 
Keunggulan buku ini juga membahas beberapa kasus aktula mengenai persoalan 
perkawinan. 
Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara 
kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara 
signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada 
diantaranya yang mengkaji tentang hak asuh anak di bawah umur, namun masih 
                                                          
38Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 293.  
39Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, h. 3.  
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bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang  
Hak Asuh Anak di Bawah Umur Analisis Pendekatan Komparatif Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. 
E. Metode Penelitian 
Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil 
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan 
penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian pustaka (library research). 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan 
untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para 
mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk 
lebih memahami mengenai hak asus anak atau hadhanah dalam 
perspektif Islam, 
b. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk 
mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para 
mahasiswa mengenai hak asuh anak dalam perspektif Undang-Undang 




3. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (library research). 
Adapun pembagiannya yaitu, sebagai berikut : 
a. Jenis Data 
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis data pustaka berkaitan 
persoalan hak asuh anak atau pemeliharaan anak baik itu berdasarkan 
dari yang umum maupun dari yang Islam. 
b. Sumber Data 
Penulisan skripsi menggunkan sumber data kepustakaan (library 
research). Data kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan 
data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah 
literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya maupun tidak. 
Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dan sumber 
pertama yaitu buku yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. 
b. Data sekunder, adalah antara lain mencakup dokumen-dokumen 
resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 
sebagainya.40 Dan untuk menguatkan data sekunder maka 
digolongkan yaitu sebagai berikut: 
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
dan terdiri dari: berupa Undang-Undang, yaitu : norma atau 
                                                          
40Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. 2; Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30. 
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kaedah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). 
b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, 
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan 
sebagainya. 
c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, seperti kamus (hukum) , dan ensiklopedi.41 
4. Pengolahan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengolahan 
Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:  
1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data 
yang langsung diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data 
primer dan sekunder.  
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak di bawah umur dalam 
perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan 
dan hukum Islam.  
                                                          
41Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 31-32.  
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b. Analisis Data  
Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan 
dengan menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. 
Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat 
umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui hak asuh anak di bawah umur menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
b. Untuk memahami hak asuh anak ditinjau dalam perspektif Hukum 
Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu 
memberikan pemahaman tentang hak asuh anak atau pemeliharaan 
anak (hadhanah) kepada seluruh warga masyarakat dan terutama 
mahasiswa yang bergelut di dunia hukum.  
b. Secara Praktis 
Secara praktis pembahasan terhadap hak asuh anak atau pemeliharaan 
(hadhanah) diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi 
pembaca, masyarakat dan lembaga negara, khususnya bagi instansi 
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pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan 
pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari  
pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta 
mahasiswa. 
c. Secara Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan 






HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah) 
Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal 
memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan atau urusan 
anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya 
sesuatu atau tindakan bagi dirinya.1 Hadhanah, menurut bahasa, berarti 
meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu 
menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuangnya, seakan-akan ibu di 
saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan 
istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir 
sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat 
anak itu. 2 
Selanjutnya dalam pendapat lain, hadhanah secara etimologis berarti “di 
samping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, 
hadhanah adalah merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau 
yangkehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya 
sendiri.3 
Pemeliharaan juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua 
mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan 
                                                          
1M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 90.  
2Lihat. H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 
175.  
3Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 
h. 415.  
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hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab 
pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak 
tersebut bersifat kontinu semapi anak tersebut mencapai batas umur yang legal 
sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.4 
Menurut Zainuddin Ali, “pemeheliharaan anak adalah pemenuhan 
berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi 
berbagai aspek, yaitu pendidikan dan biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan 
sehala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajran Islam 
diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai 
kepala rumah tangga, dan tidak tetutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih 
kepada istri untuk membantu suaminy abilah suami tidak mampu melaksanakan 
kewajibannya”.5 
Para ulama fiqih mendefinisikan: “Hadhanah” sebagai tindakan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau 
yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan 
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 
memikul tanggung jawab. 
Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiayah). Dalam 
hadhanah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping 
                                                          
4Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Cet. VI; Jakarta” Kencana, 2016), h. 293.  
5Lihat Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), h. 64.  
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terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan si pendidikan, yang diasuh 
mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga 
si anak dan merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah di laksanakan 
dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai 
keluarga serta bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat 
yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum 
tentu hak dari pendidik.6 
Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 
orangtuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, 
pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam 
konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala 
rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri 
dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena 
itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami 
dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut 
dewasa.7 
Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umurnya dinyatakan 
dewasa memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan 
fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya, seorang yang melakukan tugas 
hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah hadhanah 
mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Di atas pundak kedua orang tua 
                                                          
6Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Ed. I; Cet. 
IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 216-217.  
7Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Ed. I; Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2003), h. 235.  
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terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Namun jika orang tuanya atau 
salah satunya tidak dapat untuk melaksanakan tugas hadhanah maka hendaklah 
ditentukan siap yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.8 
Ketika terputusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka 
secara otomatis anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka juga akan 
berpisah. Pasca perceraian biasanya putusan pengadilan tentang siapan yang lebih 
berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadp anak. Menurut kebiasaan yang 
terjadi di masyarakat perwalian anak ini berlaku karena alasan-alasan tertentu, 
namun secara substansial dalam hukum Islam keberadaan perwalian sangat 
membantu bagi anak yang masih di bawah umur atau orang dewasa yang 
memiliki sikap mental yang kurang normal, misalnya pemboros, idiot, belum 
dewasa dan yang lainnya. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian 
mengandung berbagai macam masalah hukum selain perceraian itu terjadi, seperti 
adanya pembagian harta bersama dan apabila pasangan suami istri ini mempunyai 
keturunan maka akan timbul pula masalah hak asuh terhadap anak-anak mereka.9 
Menurut Al-Jurjawi yang dikutip dalam bukunya Yaswirman, memberikan 
pendapatnya tentang hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya, yaitu: Pertama, 
dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berdeda dengan laki-laki. 
Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan 
kepada ibu, kistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-
                                                          
8Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Cet. I; Yogyakarta: 
Putaka Baru Press, 2017), h. 127.  
9Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, h. 126.  
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kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul kepada anak dibanding ayanh dan lebih 
tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman, serta kesehatan dan lain-lain.  
Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak 
perempuan sembilan tahun telah membantu dirinya untuk memulai mengetahui 
tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun 
anak perempuan sampai sembilan tahun karena memerlukan waktu yang agak 
panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti 
keadaan anak perempuan. Setelah masa ini berakhir, baru diserahkan kepada 
ayahnya atau orang lain sebagai penggantinya.10 
B. Dasar Hukum Hadhanah 
1. Al-Qur’an  
Adapun dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) terdapat firman Allah 
swt dalam Q.S Al-Thamrin/66:6, yaitu 
                             
                     
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman!, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang durhaka kepada Allah terhadap 




                                                          
10Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Proses Doktrin Islam dan Adat dalam 
Masyarakat Minangkabau (Ed. I; Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 247.  




Ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus 
bermula dari rumah. Ayat tersbut walau secara redaksional tertuju kepda kaum 
pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju 
kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan Ayah). Ini berarti kedua orangtua 
bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing 
sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau Ibu 
sendiri tidak cukup untuk mencipitakan satu rumah tangga yang diliputi oleh 
nilai-nilai agama serta dianungi oleh hubungan yang harmonis. 12 
2. Hadits Rasulullah saw 
ا َا ﱠِﱮﱠﻨﻟا ﱠن َﻢّﻠَﺳو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠُﻣاَو ِﻪْﻴَـَﺑا َْﲔَـﺑ ﺎًﻣ َﻼُﻏ َﺮﱠـﻴَﺧ ،
13 
Artinya: 
“Bahwasanya Nabi Muhammad saw, menyuruh kepada seorang anak 
memilih antara ayahnya dan ibunya”. (HR. Ahmad, Ibnu Mujdah dan 
AtTurmudzy; Al-Muntaqa 2:671). 
 
Hadits diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan diriwayatkan hadits yang 
sepertinya oleh Ashabus Sunan selain Abu Daud, Ibnu Abi Syaibah dan 
disahihkan oleh At-Turmudzy serta Ibnu Qathtan. Hadits ini menyatakan bahwa 
Nabi Muhammad saw menyuruh kepada si anak memilih salah seorang anak 
diantara ayah dan ibunya”.14  
                                                          
12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Vol. 
XIV; Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327.  
13Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum (Jilid. IV; 
Semarang: Putaka Rizqi Putra, 2011), h. 283.  
14Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, h. 284.  
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 ْأَﺮْﻣا ْﺖَـَﺑاَو ،َﻢَﻠـْﺳَا ُﻩ ﱠﺪـَﺟ ْﻦـَﻋ ِىرﺎـَﺼْﻧ َﻻْاﺮـَﻔْﻌَﺟ ِﻦْـﺑ ِﺪْﻴِﻤَﳊْا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋَو ،َﻢِﻠـْﺴَﺗ َْنا ،ُﻪُـﺗ
 ْﻎُـﻠَﻴﺑ َْﱂ ،ٌﺮ ْـﻴِﻐـَﺻ ُﻪَـﻟ ِﻦْﺑِﺎﺑ َءﺎَﺠَﻓ . َبَﻻْا ،َﻢّﻠـَﺳو ِﻪـْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠـَﺻ ﱡِﱯـﱠﻨﻟا َﺲَـﻠَﺟ ْﺄَـﻓ َلﺎَـﻗ
 َلَﺎﻗَو ،ُﻩَﺮ ْـﻴَﺧ ﱠﻢُﺷ ﺎَﻨُﻬَﻫ ﱠُمﻻْاَو ﺎَﻨُﻫﺎَﻫ : ِﻩِﺬَﻫا ﱠﻢُﻬﱠﻠَﻟا . ِﻪْﻴَـَﺑا َﱃِا َﺐَﻫﺬﻓ
15  
Artinya: 
“Abdul Hamid ibn Ja’far Al-Anshari berkata: dikabarkan kepadaku oleh 
ayahku, bahwasanya kakekku Rafie’ memeluk agama Islam, maka 
kakeknya membawa seseorang anak kecil yang belum sampai umur 
kepada Nabi Muhamammd saw. Maka Nabi Muhammad saw. 
Mendudukkan ayah di sebelah sini dan ibu disebelah sana, kemudian Nabi 
Muhammad saw, menyuruh si anak memilih mana yang ia sukai dan Nabi 
Muhammad saw. Berdoa: “Wahai Tuhanku berilah petunjuk kepada si 
anak ini. Maka anak itupun pergi kepada ayahnya. (HR. Ahmad dan 
Nasa’y; Al-Muntaqa 2:671). 
 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa’y. Dan hadits ini 
diriwayatkan juga dengan lafazh yang lain oleh An-Nasa’y, Ibnu Majah dan Ad-
Daraquthni. Di dalam sanadnya terjadi banyak perselisihan. Demikian pula lafazh-
lafazhnya. Menurut Ibnu Mundzir para ulama tidak menerima hadits ini. Namun 
demikian Al-Hakim menshahihkannya. Hadits ini menyatakan, bahwa Nabi 
Muhammad saw menyuruh kepada si anak memilih salah seorang antara ayah atau 
ibunya. Sedangkan Nabi Muhammad saw sendiri berdoa supaya Allah swt 
menunjuki si anak itu supaya memilih ayahnya. Dan menyatakan pula, bahwa 
ayah yang kafir berhak memelihara anaknya yang muslim.16 
Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 
mengabaikannya berarti menghadapkan anak anak yang masih kecil kepada 
bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, 
                                                          
15Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum (Jilid. IV; 
Semarang: Putaka Rizqi Putra, 2011), h. 284.  
16Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, h. 284.  
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karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang 
yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah yang berkewajiban 
melakukan hadhanah. 
Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan 
ibu bapaknya, karena adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat 
menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta 
mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan 
datang. 17 
Abdul Rahman Ghozaly, memberikan pemahamannya tentang dasar urutan 
orang-orang yang berhak melakukan hadhanah, yaitu: 
1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak dika tingkatannya 
dalam kerabat adalah sama, 
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak 
merupakan bagian dari akkek, karena itu nenek lebih berhak dibanding 
dengan saudara perempuan, 
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat-kerabat yang bukan 
sekandung dan kerabat seibu yang lebih didahulukan atas kerabat ayah, 
4. Dasar urutan ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan 
ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak 
bapak, 
                                                          
17Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 217.  
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5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak 
hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.18 
Sedangkan, terdapat beberapa pendapat para imam mahzab mengenai 
siapa-siapa saja yang berhak mengasuh anak. Pendapatnya terdiri dari, yakni: 
1. Hanafi mengatakan bahwa, “hak itu secara berturut-turut dialihkan kepada 
ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, 
saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, 
anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak anak 
perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi 
dari pihak ibu dan ayah”, 
2. Maliki mengatakan bahwa, “hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari 
ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu 
sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek 
perempuan dari pihak ibu, saduara perempuan kakek dari pihak ibu, 
saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya 
ayah dan seterusnya”, 
3. Syafi’i, mengatakan bahwa, “hak asuhan secara berturut-turut adalah ibu, 
ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah 
pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari 
ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah 
                                                          
18Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 180-181.  
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pewaris-pewarisnya. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, 
dan diusul kerabat-kerabat dari ayah”.19 
4. Hambali mnegatakan bahwa, “hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, 
ibunya ibu, ibu dari ibunya, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, 
saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu saudara perempuan 
seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. 
5. Imamiyah mengatakan bahwa, “ibu, ayah. Kalau ayah meninggal atau 
menjadi gila sesudah asuhan diserahkan kepadanya, sedangkan ibu masih 
hidup, maka asuhan diserahkan kembai kepadanya. Ibu adalah orang yang 
paling berhak mengasuh si anak dibanding dengan seluruh kerabat, 
termasuk kakes dari pihak ayah, bahkwan andaikata kawin lagi dengan 
laki-laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka 
asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak 
ayah ini meninggal tanpa menunjuk seorang penerima wasiat (yang 
ditunjuk untuk mengasuh), maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat si 
anak berdasar urusan waris. Kerabat yang lebih dekat menjadi penghalang 
bagi kerabat yang lebih jauh. Apabila angggota keluarga yang berhak itu 
jumlah berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan nenek 
dari pihak ibu, atau bibi dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu, maka 
dilakukan undian manakala mereka berebut ingin mengasuh. Orang yang 
                                                          
19Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. 
Masykur A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali (Cet. XII; 
Jakarta: Lentera, 2004), h. 415.  
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namanya keluar sebagai pemenang, dialah yang paling berhak mengasuh 
sampai orang ini meninggal atau menolak haknya. 20 
C. Rukun dan Syarat Hadhanah 
Adapun rukun dari hadhanah, yaitu: 
1. Hadhin (orang tua yang mengasuh). Syarat-syarat hadhin yaitu: 
a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu 
melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai 
kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan 
memenuhi syarat, 
b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak 
mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu 
tidak akan ma pu berbuat untuk orang lain, 
c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur Ulama, 
karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan 
mengarahkanagama anak-anaka yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang 
yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh 
dari agamanya, 
d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 
dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 
disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang 
komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh 
dan memelihara anak yang masih kecil.  
                                                          
20Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. 
Masykur A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, h. 416.  
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2. Mahdhun (anak yang diasuh). Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh 
(madhun), itu adalah : 
a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 
sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri, 
b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya, dan oleh karena itu 
dapat berbuat sendiri, walaupun telah dewasa, seperti orang idiot. 
Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh 
berada di bawah pengasuhan siapapun.21 
Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, 
memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, 
pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. 
Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, 
kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. 
Di smaping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk tugas itu. Dan 
orang, yang memliki syarat-sayarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama 
menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. 
Untuk kepentingan anak dan pemeliharaanya syarat-syarat bagi hadhanah 
dan hadhin. Syarat-syarat itu ialah: 
1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak melakukan 
hadhanah  dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang 
berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya 
dihabiskan untuk bekerja. 
                                                          




2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan 
tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh 
dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan muallaf adalah 
orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah,  
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama 
yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi 
pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan 
hadhanah, 
5. Hendaklah handhanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada 
hubungan mahram dengan si anak. Jika kawin dengan laki-laki yang ada 
hubungan mahram dengan si anak, maka hadhanah itu berhak 
melaksanakan hadhanah, seperti kawin dengan paman si anak, dan 
sebagainya, 
6. Hadhanah hendaknya orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah 
orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam 
kesengsaraan. 22 
Selajutnya pada ulama mazhab sepakat bahwa, “dalam asuhan seperti itu 
diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, 
bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminim khamar, serta tidak 
mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat 
                                                          
22Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 222.  
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tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan 
moralnya. Syarat syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki”.23 
Adapaun beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal apakah Islam 
mengutamakan syarat dalam asuhan. Peneliti mengurai dari beberapa pendapat 
ulama yang menjelaskan syarat asuhan, yakni:  
Ulama Imamiyah dan Syafii memberikan pemahaman, yakni “seorang 
kafir tidak boleh mengasuk anak yang beragama Islam”. Sedangkan, mazhab-
mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi 
emmpunyai pendapat lain yaitu kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, 
mengugurkan hak asuhan. Imamiyah memiliki pendapat bahwa “pengasuh harus 
terhindar dari penyakir-penyakit menular”. 
Hambali mempunyai pendapat juga bahwa “pengasuh harus terbebas dari 
penyakit lepra dan belang dan yang penting, di tidak membahayakan kesehatan si 
anak”. Selanjutnya mazhab empat berpendapat bahwa, jika ibu si anak dicerai 
suaminya, lalu kawin lagi dengan laki-laki tersebut memilih kasih sayang pada si 
anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada. 
Sedangkan Imamiyah memiliki pendapat juga, bahwa hak asuh anak bagi 
ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik 
suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak. 
Selanjutnya Hanafi, Syafi’i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat, “apabila 
ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi 
haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan 
                                                          
23Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. 
Masykur A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, h. 416.  
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sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang 
kedua itu. Sedangkan, Maliki mengatakan juga bahwa haknya tersebut tidak bisa 
kembali dengan adanya perceraian itu. 24 
Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah kecuali jika 
dikhawatirkan akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebah, hal yang 
penting dalam hadhanah ialah hadhinah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang 
kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. 
Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan agama antara 
si anak dengan hadhin. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-
laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak. 25 
D. Masa Hadhanah 
Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang menerangkan dengan 
tegas tentangmmasa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang 
menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam 
menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Undang-undang Mesir tidak 
menetapkan batas akhir masa hadhanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan 
kehidupan bapak dan ibu dari anak itu.  
Jika kedua bapak dan ibunya masik terikat dalam tali perkawinan, maka 
dianggap tidak ada persoalan hadhanah. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi 
perceraian antara ibu dan bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat antara 
ibu dan bapak tentang hadhanah maka undang-undang menyerahkannya kepada 
                                                          
24Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. 
Masykur A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, h. 416-417.  
25Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 222.  
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kebijaksanannya dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadhanah 
anak, minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun demikian, diserahkan juga 
kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus 
diutamakan. 26 
Adapun beberapa ulama memiliki pendapat mengenai masa asuhan 
hadhanah, yaitu: 
1. Hanafi mengatakan bahwa “masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-
laki dan sembilan tahun untuk wanita”, 
2. Syafi’i mengatakan bahwa, “tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak 
tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah 
tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada 
tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah 
dengan ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama 
ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan 
dengan ayahnya di siang harinya agar, si ayah bisa mendidiknya. 
Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama 
ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi 
bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan 
undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama 
ibunya”. 
3. Maliki mengatakan, bahwa “masa asuh anak laki-laki adalah sejak di 
lahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah”. 
                                                          
26Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 224.  
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4. Hambali mengatkan bahwa “masa asuh anak laki-laki perempuan adalah 
tujuh tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal 
bersama ibunya atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang 
dipilihnya itu”. 
5. Imamiyah mengatakan bahwa “masa asuh anak laki-laki dua tahun, sedang 
anak perempuan tujuh thaun. Sesudah itu hak ayahnya, hingga dia 
mencapai usia sembilan tahun bila dia perempuan, dan lima belas tahun 
bila laki-laki, untuk disuruh memilih dengan siapa dia ingin tinggal, ibu 
atau ayahnya. 27  
E. Upah Hadhanah 
Ibu tidak berhak atas upah hadhanah dan menyusui, selama masih menjadi 
istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah.  Adapun sesudah 
habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah 
menyusui. Allah swt berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq/65:6, yaitu 
                        
                      
                         
Terjemahnya: 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka, dan 
                                                          
27Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. 
Masykur A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, h. 417-418.  
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musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya”. 28 
 
Ayat tersebut mempertegas hak wanita itu memperoleh tempat tinggal 
yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma’ruf yang diperintahkan oleh 
ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh 
dengan dicerai itu dimana kamu wahai yang menceraikannya bertempat tinggal. 
Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tenpat yang mewah dan sekarang 
penghasilan kamu menurun atau sebaliknya, maka tempatkanlah di tempat 
menurut yakni yang sesuai dengan kemampuan kamu sekarang. Dan janganlah 
sekali-kali kamu sangat menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau 
selainnya dengan tujuan untuk menyampaikan hati dan keadaan mereka sehingga 
mereka terpaksa keluar atau minta keluar.  
Dan jika mereka istri-istri yang sudah dicerai itu sedang hamil, baik 
perceraian yang masih memungkingkan rujuk maupun ba’in (perceraian abadi) 
maka berikanlah mereka nafkah mereka sepanjang masa kehamilan itu hingga 
mereka bersalin; jika mereka menyusukan untuk kamu yakni menyusukan anak 
kamu yang yang dilahirkannya itu; dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan 
mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan terus dengan musyawarah yang baik 
sehinggan kehendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi.29 
 
                                                          
28Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 817.  
29M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Vol. 
XIV; Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 300-301.  
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Perempuan selain ibunya membayar upah penyusuan dan hadhanah. 
Wajib juga membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si 
ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Juga 
wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu 
tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. 
Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: 
makan minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan pokok lain yang sangat 
dibutuhkannya. Tetapi, upah, ini hanya wajib dikeluarkan saat ibu pengasuh 
mengasuh asuhannya. Dan upah ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah 
serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan. 30 
Menurut Abdul Rahman Ghozali, memberikan pendapatnya berkaitan 
dengan upah hadhanah yaitu “jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang 
pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya 
sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, boleh dipaksa 
untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan tidak boleh menyerahkan 
kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan 
si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuk 
apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya 
tidak mampu, maka boleh menyerahkannya anak kecil itu kepada kerabatnya yang 
perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini 
dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku 
apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah”.  
                                                          




“Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar 
nafkahnya maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. 
Disamping untuk menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya 
yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil 
sendiri juga tidak meiliki harta, sedangkan ibunya tiak mau mengasuhnya, kecuali 
kalau dibayar, dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan 
sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu 
dapat dipaksa untuk mengasuhnya sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang 
yang wajib dibayar oleh ayahnya, dan bisa gugugr kalau telah dibayar atau 
dibebaskan”.31 
Selanjutnya, ada beberapa para ulama memiliki pendapat dalam hal upah 
mengasuh, terdiri dari pendapatnya, yakni: 
1. Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa “wanita yang mengasuh anak 
berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus 
ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Menurut Syafi’ i untuk 
menegaskan bahwa, manakal anak yang diasuh itu mempunyai harta 
sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya, sedangkan bila 
tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang 
berkewajiban memberi nafkah kepada si anak”; 
2. Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa “wanita pengasuh tidak berhak 
atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, tetapi Imamiyah 
berpendapat bahwa, si ibu berhak atas upah. Kalau anak yang disusui itu 
                                                          
31Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 188-189  
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mempunyai harta, maka orang yang menyusuinya diberi upah yang 
diambilkan dari hartanya, tapi kalau tidak punya, upah itu menjadi 
tangungan ayahnya bila ayahnya itu tidak mampu”; 
3. Hanafi mengatakan bahwa “wajib memperoleh upah manakala sudah tidak 
ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula 
dalam masa iddah dalam talak raj’i. Demikian pula halnya bila ibunya 
beradad dalam keadaan ‘iddah dari talak ba’in atau faskh nikah yang 
masih berhak atas nafkah dari ayah si anak. Upah bagi orang yang 
mengasuh wajib diambilkan dari harta si anak bila dia mempunyai harta, 
dan tidak, upah itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi 
nafkah kepadanya. 32 
 
                                                          
32Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. 
Masykur A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, h. 418-419.  
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BAB III  
DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP  
PERKEMBANGAN ANAK 
A. Perceraian dalam Hukum Nasional 
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 
keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,1 atau 
dalam bahasa KHI disebut dengan ikatan yang kuat (mistaqan ghaliza), namun 
dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang 
mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian 
ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang.2 
Di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa: 
“Perkawinan dapat putus karena, yaitu:  
a. Kematian,  
b. Perceraian, dan  
c. Atas putusan pengadilan”. 3 
  
 
                                                          
1Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Populer, 2017), h. 2.  
2Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal 
Center Publishing, 2002), h. 41  
3Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 13.  
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Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah 
satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab 
perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah 
baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan 
pengadilan adalah jika bepergian salah satu pihak tanpa kabar-kabar berita untuk 
waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama 
jangka waktu  untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya 
seseorang itu.4 
Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat 
pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut hukum adat Indonesia 
biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya 
memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.5 Bahkan di dalam penjelasan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 tersebut 
dipandang jelas. 
Jka merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 ada dijelaskan: 
“Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggak dengan sengaja, 
seorang di antara suami dan istri selama genap sepuluh tahun telah tka 
hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya 
pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang 
ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami 
istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali 
panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam Pasal 467 
dan 468”.6 
 
                                                          
4Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: 
Alumni 1982), h. 291.  
5Nani Soewondo, Kedudukan Perempuan Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat (Cet. 
II; Jakarta: Timur Mas, 1986), h. 68  
6Tim Redaksi, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia: KUH 
Perdata, KUH Pidana, dan KUHAP Pidana (Jakarta: PT Grasindo, 2017), h. 161-162.  
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Selanjutnya yang dimaksudkan dengan pasal 467 dan 468 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh Pasal 493 tersebut ialah ketentuan 
yang berkenan dianggap meninggalnya seorang dimana antara lain diisyaratkan 
paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, 
yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas 
permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan Negeri akan memanggil 
orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka 
waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang 
pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan 
membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang. 7 
Inilah yang dimaksudkan dengan putusan pengadilan. Seandainya setelah 
adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu kembali maka 
tidak memiliki hak kembali kepada istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah 
kembali, maka berhak untuk menikah kembali.8 
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 
dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.  
Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: 
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahur 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya; 
                                                          
7Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, h. 292.  
8H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Cet. VI; Jakarta: 
Kencana, 2016), h. 218.  
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3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung;  
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 
6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 9 
 
Terkait dengan perceraian, juga ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa  
1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak; 
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 
suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri; 
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan sendiri”. 10 
 
Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapaun terdapat 
dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilmana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 
keputusannya; 
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri. 11 
                                                          
9Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tim. Dalam Redaksi BIP, Himpunan Peraturan 
Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, h. 44-45.  
10Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 14.  
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Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang 
merupakan ketentuan Allah swt yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti 
perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. 
Terjadinya perceraian misalnya, lebih disebabkan ketidakmampuan pasangan 
suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. 12 
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengikuti alur yang digunakan oleh 
Undang-Undang Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak 
yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam 
memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. 13 
Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada 
Pasal 114, memebrikan penjelasan yaitu, 
“Putusnya perkawinan uyang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 14 
 
Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan 
yakni: 
 
                                                                                                                                                               
11Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 14.  
12H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, h. 220.  
13H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, h. 220.  
14Kementerian Agama, Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 
Islam, 2000), h. 56.  
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“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. 15 
 
Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang 
pengadilan agama dinyatakan pada 115.sedangkan, yang berkenaan dengan sebab-
sebab di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 juga menjelaskan 
perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: 
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 
lain di luar kemampuannya, 
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlansung, 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain, 
5) Salah stau pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, 
6) Antara suami dan istri terus-meners terjadi perselisihan dan 
pertengkaran akan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga, 
7) Suami melanggar taklik talak, 
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga. 16 
 
Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian 
dibanding dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami 
melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena 
sebelumnya tidak ada. Taklik talak adlaah janji atau pernyataan yang biasanya 
dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah 
                                                          
15Kementerian Agama, Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 57.  
16Kementerian Agama, Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 56-57.  
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diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan 
atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khusus pada istri. Jadi taklik sebagai 
sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita. 17 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 129, ditegaskan 
tentang tata cara perceraian bahwa  
“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan 
permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada pengadilan Agama yang 
menwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu.18  
 
Namun di Kompilasi Hukum Islam (KHI) agak berbeda dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan 
perceraian karena gugatan perceraian. Permohonan cerai talak dilakukan oleh 
suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian 
diajukan oleh istri.19 
Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda diantaranya istri 
tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami mempunyai upaya hukum 
seperti biasanya dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi. 20 
Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat aturan-aturan yang 
berkenaan dengan pembagian talak, yaitu: 
                                                          
17H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, h. 222.  
18Kementerian Agama, Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 30.  
19Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 
2013), h. 231.  




“Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk 
selama istri dalam masa iddah”. 
Pasal 119 
1) “Talak Ba’in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi 
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah; 
2)  Talak Ba’in Shugharaa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : 
a) Talak yang terjadi qabla al dukhul, 
b) Talak dengan tebusan atau khuluk, 
c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”. 
Pasal 120 
“Talak Ba’in Kubra adalah talak yang terjadi untuk kalinya. Talak jenis ini 
tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila 
pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain 
dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddah”. 
Pasal 121 
“Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan 
terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”. 
Pasal 122 
“Talak Bid’i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada 
waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah 
dicampuri pada waktu suci tersebut”. 21 
 
B. Dampak Perceraian 
Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut 
rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau 
salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk menjadi pasangan barunya, 
atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki 
yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya atau sebab lain yang 
mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang, 
namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka. 
Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam 
pengertian yang sama dengan “talak” dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau 
                                                          
21Kementerian Agama, Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 58.  
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meninggalkan. Dalam istilah agama “talak” artinya melepaskan ikatan 
perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan 
artinya bubarnya hubungan suami istri. Hukum perceraian dalam Islam sering 
menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak 
yang lebih besar kepada laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam 
hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam 
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan 
perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah swt. 22 
Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan 
istri tidak. Talak adalah hak suami, karena yang berminta menlansungkan 
perkawinan, yang berkewajiban memberi nafkah, yang wajib membayar mas 
kawin, mut’ah, serta nafkah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih 
sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan 
segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran, kurang tabah 
sehingga cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele 
atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk 
menjatuhkan talak.23  
Adapun M. Thahir Maloko memberikan pendapatnya mengenai dampak 
percerain yaitu “rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif 
yang menghhancurkan mental anak yang tidak berdoa, sebab rusaknya sebuah 
                                                          
22Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Cet. I; Yogyakarta: 
Putaka Baru Press, 2017), h. 104.  
23Abdul Rachmad Budiono, Peradilan Agama dna Hukum Islam di Indonesia (Malang: 
Bayumedia Publishing, 2003), h. 64.  
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perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan 
ketentraman anak yang berjiwa bersih” 
Peristiwa pertengkaran dan keributan orang tua dalam rumah tangga yang 
berdampak bagi mental anak adalah suatu masalah yang patut disesalkan, 
misalnya anak, yang hidup dalam lingkungan seperti itu akan mengalamai trauma 
dan akan memandang secara sinis terhadap lembaga perkawinan dan 
pembentukan keluarga. Anak akan beranggapan bahwa semua laki-laki dan 
perempuan dalam kehidupan ini tidak ubahnya seperti yang dilakukan ayah 
ibunya, baginya semua rumah tangga adalah sama, yaitu arena pertengkaran dan 
sarana egoisme. Selain itu sifat beuruk, emosional, dan kasar yang terbangun 
dalam lingkungan keluarga akan membekas dalam diri anak. Di kemudian hari, 
sifat tersebut akan tereaktualisasi manakala ia membangun rumah tangga.24 
Dalam kehidupan rumah tangga, banyak masalah yang akan memberikan 
dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Keluarga yang parah adalah 
anggota keluarganya mengalami konflik intra pribadi yang akan sulit untuk 
berkembang menjadi keluarga yang kuat dan  bahagia. Anggota keluarga yang 
berada dalam kondisi konflik cenderung akan berkembang menjadi pribadi yang 
mendapat gangguan psikologis sehingga berdampak pada perwujudan perilaku 
yang tidak baik yang dapat  mengakibatkan kehancuran keluarga. 
Dampak yang palin besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak 
dan masa depannya. Dalam suasana, yang tidak harmonis akan sulitterjadi proses 
pendidikan yang baibk dan efektif. Anak yang dibesarkan dalam suasana seperti 
                                                          
24M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 215.  
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itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan 
kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat 
negatifnya adalah tidak akan betah di rumah, hilangnya tokoh idola dan hilangnya 
percaya diri, berkembangnya sikap agresif dan bermusuhan dalam kehidupannya. 
Keadaan ini akan makin diperparah apabila anak dikategorikan dalam lingkungan 
yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan terjerumus 
dalam kehidupan yang negatif di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. 25 
 Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan psikologi anak, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Dampak terhadap nafkah anak 
Salah satu dampak terjadinya perceraian adalah anak kurang mendapatkan 
perhatian dan pegangan hidup dari orangtuanya, artinya mereka tidak mempunyai 
tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak lain yang orangtua mereka 
yang bersatu rukum dan damai. Keadaann anak tersebut disebabkan karena ulah 
orang tua, setelah bercerai masing-masing mengurus diri sendiri tanpa 
memperhatikan keadaan anak-anak mereka yang kehidupan tidak menentu. 26 
2. Dampak terhadap pendidikan anak 
Dampak dari perceraian yang kedua ini berakibat menjadi anak yang nakal 
karena pengaruh lingkungan, sehingga menggangu ketenangan dan ketentraman 
masyarakat. Keadaan anak tersebut disebabkan karena kurang mendapat 
bimbiingan dari orangtua, khususnya ibu sebagai pengembang amanah dan 
pendidik pertama terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Orangtua sebagai 
                                                          
25M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 216.  
26M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 218.  
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pendidik merupakan kodrati atau sering disebut sebagai pendidik kodrat atau 
pendidikan asli dan berperan dalam lingkungan pendidikan informal atau 
pendidikan keluarga.27 Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu 
dampak negatif terjadinya perceraian anak kuran mendapat pendidikan, 
bimbingan, perhatian dari orangtuanya yang menyebabkan anak menjadi anak 
yang nakal dan tidak betah tinggal dalam lingkungan keluarganya.28 
3. Dampak terhadap perilaku seksual anak 
Lingkungan, terutama lingkungan keluarga merupakan faktor yang cukup 
berpengaruh bagi perkembangan dan penyimpangan perilaku seksual dari suasana 
kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis dan pola pendidikan yang kurang 
baik bagi orangtua dapat menghambat perkembangan perilaku seksual yang pada 
gilirannya dapat menimbulkan penyimpangan perilaku seksual. Dari sudut 
lingkungan sosial, kondisi masyarakat, dan suasana pergaulan dapat ikut 
berpengarus terhadap pembentukan perilaku seksual terutama di kalangan remaja. 
Perkembangana ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi 
perkembangan perilaku seksual.29 
Penciptaan lingkungan yangkondusif merupakan upaya dalam mencegah 
dan memperbaiki perilaku penyimpangan seksual. Upaya tersebut antara lain 
menciptakan suasan keluarga yang harmonis yang dilandasi dengan kualitas 
keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt diwujudkan melalui komunikasi yang 
efektif, keteladanan, bimbingan dan kasih sayang yang tulus. Pergaulan sosial 
                                                          
27Abu Ahmad, Ilmu Pendidikan (Cet. I; Semarang: Rineka Cipta, 1991), h. 241.  
28M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 219.  
29Muhammad Susrya, Bina Keluarga (Cet. I; Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 183.  
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ditata secara selektif dan dikembangkan secara sehat sesuai dengan norma dan 
nilai yang berlaku. 30 
4. Dampak terhadap hilangnya kasih sayang 
Salah satu kebutuhan jiwa dan batin anak adalah kecintaan orang lain, 
terutama ayah dan ibunya. Secara psikologis, masalah ini mesti mendapat 
perhatian yang seirus. Perlu disadari bahwa anak kecil diawal kehidupannya 
adalah insan yang lemah dan tidak berdaya, karena itu anak sangat membutuhkan 
kasih sayang, khususnya dari orangtuanya. Sebagaimana raganya, jiwa seorang 
anak memerlukan makanan. Bagi utbuh anak, makanan yang cukup bergizi dan 
menyehatkan sangat penting untuk kesehatan tubuhnya, sedangkan cinta dan kasih 
sayang merupakan makanan yang menyehatkan jiwanya. 
Dengan demikian orangtua harus memenuhi kebutuhan rohani pada anak 
dana jangan sesekali melalaikannya. Anak kecil memerlukan air dan makanan 
agar tumbuh dengan sehat dan juga memiliki kebutuhan rohani yang akan sangat 
sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pendidikannya. Sebaliknya pemenuhan 
kebutuhan jasmani yang kurang akan mengakibatkan tubuh seorang anak mudah 
terserang penyakit, serta pengabaian akan pemenuhan kebutuhan rohani akan 
menyebabkan timbulnya gangguan dan kerusakan pada jiwa dan mental anak, 
antara lain, problem kejiwaan, pasif dan suka menyendiri, penyimpangan 
pemikiran moral, dan sikap kasar. 31 
                                                          
30M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 223.  
31M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 223-226.  
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BAB IV 
ANALISIS KOMPARATIF HAK ASUH ANAK 
A. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat ini 
belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para 
hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intuksi Presiden 
No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama 
diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.1 
Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang 
dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Dalam Pasal 41 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan, yaitu: 
“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 
keputusannya; 
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 
                                                          
1H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), h. 218.  
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tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
istrinya”. 2 
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas 
semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bilamana bapak 
dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun 
pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orangtua, oleh karenanya setiap 
orangtua tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja, sebab baik buruknya 
sifat dan kelakukan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan 
yang diberikan oleh kedua orangtuanya.3 
Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan 
mereka tidak terlantar, Undang-Undang menentukan agar bapak sepenuhnya 
dapat menanggung pembiayaan anak-anakanya termasuk biaya pendidikan. 
Apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan 
Pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah 
kewenangan ibu anak-anak tersebut. 4 
 
                                                          
2Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Populer, 2017), h. 14.  
3Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Bandung: Mandar 
Maju, 1997), h. 36-37.  
4Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, h. 37.  
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Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam di dalam 
Bab X dimulai dalam Pasal 45-49, menjelaskan yaitu: 
Pasal 45 
1) “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya, 
2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 
berlaku terus meskipun antara kedua orangtua putus”. 
Pasal 46 
1) “Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka 
yang baik; 
2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya”. 
Pasal 47 
1) Anak yang belum mencapi umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 
orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya; 
2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan”. 
Pasal 48 
“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadaikan 
barang-barang yang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 
kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” 
Pasal 49 
1) “Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaanya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas 
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, 
dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 
b) Ia berkelakuan buruk sekali. 
2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 5 
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 49 
mengisyaratkan salah seorang atau kedua orangnya dapat dicabut kekuasaannya 
                                                          
5Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 15-16.  
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terhadap seorang anak lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang 
lain, dan atas permintaan dari keluarga si anak dalam garis keturunan lurus ke atas 
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan 
keputusan pengadilan dalam hal: 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 
Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan membuka jalan bagi Pengadilan Agama untuk menghukum suami 
atau istri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. 
Akan tetapi, pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak 
seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban 
memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan pada Pasal 49 
ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 6 
Pasal-pasal tersebut sangat jelas menyatakan kepentingan anak tetap di 
atas segala-galanya. Artinya semangat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan 
anak. Hanya saja Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya 
menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja 
dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan yang non materialnya. 
                                                          
6Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, h. 42.  
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Semangat pengasuhan material dan non material inilah yang akan dipertegas 
Kompilasi Hukum Islam (KHI).7  
B. Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pemeliharaan anak (hadhanah) 
yang dimuat dalam Bab XIV pasal 98-106. 8 Adapun beberapa pasal yang penting 
akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut: 
Pasal 98 
1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik amupun mental atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan; 
2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam di luar Pengadilan; 
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 
yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua 
orangtuanya tidak mampu”. 
 
Pasal 104 
1) “Semua biaya penyususan anak dipertanggungjawabkan kepada 
ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya 
penyusuan dibebankan kepada orang berkewajiban memberi nafkah 
kepada ayahnya atau walinya; 
2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun, dan dilakukan 
penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah 
dan ibunya”. 9 
 
                                                          
7H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), h. 301.  
8H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), h. 301.  
9Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 




Adapun Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban 
pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam pasal 
105 dan 106. 10 Adapun penjelasannya, yaitu: 
Pasal 105 
Dalam hal terjadinya perceraian: 
1) “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya, 
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, 
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.11 
 
Pasal 106 
1) “Orangtua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 
yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan 
memondahkan atau mengadaikannya kecuali karena keperluan yang 
mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau 
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; 
2) “Orangtua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan dana kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)”. 12 
 
Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hadhanah menegaskan 
bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan. Lebih dari dari itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) malah 
membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orangtua kendatipun mereka 
berpisah. Anak yang mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan 
menjadi tanggung jawab ayahnya. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan bahwa anak yang belum 
mumayyiz atau belum belum beurumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk 
                                                          
10H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), h. 302.  
11Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 52-53.  
12Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 53.  
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memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat 
memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharaanya. 13 
Menurut Syarifuddin sebagaimana dikutip dalam Aulia Muthiah 
menjelaskan bahwa Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah 
ditentukan bahwa pemeliharaan anak lebih ditekankan kepada ibunya sedangkan 
ayahnya wajib menanggung seluruh biaya nafkah anak tersebut. Namun jika anak 
sudah dewasa dia mempunyai kebebasan untuk tinggal dengan ayah atau ibunya. 
Kewajiban menafkahi anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah 
atau ibu terikat tali perkawinan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya 
perceraian.14 
Jika orangtua dalam melaksanakan penguasaan pengasuhan anak tidak 
cakap dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, maka kekuasaan orangtua akan dicabut dengan putusan Pengadilan 
Agama, alasan ini dapat berupa; jika orangtua sangat melalaikan kewajiban 
terhadap anak-anaknyaa tau orangtua berkelakuan buruk sekali. 15 
Menurut Yahya Harahap yang dikutip dalam Abdul Manan, menjelaskan 
bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi 
ketidakmampuan orangtua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakan 
pengasuhan anak, hal ini bisa disebabkan karena dijatuhi hukumman penjara 
memerlukan waktu yang lama, sakit, uzur, bepergian dalam tempo waktu yang 
                                                          
13H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), h. 302-303.  
14Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Cet. I; Yogyakarta: 
Putaka Baru Press, 2017), h. 127.  
15Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, h. 127-128.  
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sangat lama, atau meninggal dunia, sedangkan berkelakuan buruk meliputi 
tingkah laku yang tidak baik sebagai orang pengasuh anak.16 
Walaupun para Ulama sepakat bahwa ibu yang lebih kuat dalam 
melaksanakan pengasuhan anak, namun dalam kenyataannya jika ibu tersebut 
tidak memiliki perilaku atau akhlak yang baik atau jika sang ibu mempunyai 
kenyakinan yang berbeda yaitu seorang yang bukan beragama Islam, atau sang 
ibu bepergian dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaanya, atau jika 
seandainya ibu meninggal dunia, mak hak asuh anak ini akan digantikan kepada 
orang yang lebih berhak. Adapun jika ibunya sudah meninggal atau dinyatakan 
tidak cakap dalam pemeliharaan anak maka hak asuh anak ini berpindah kepada 
orang lain berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 165 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), yaitu: 
Pasal 156 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
1) “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah  dari 
ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh: 
a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
b) Ayah; 
c) Wanita-wanita dalam garis lurus atas dari ayah; 
d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 
f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurt garis samping dari ayah”. 
2) “Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat untuk 
mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya”; 
3) “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani, meskipun biaya nafkah dan hadhanah 
telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 
Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat 
lain yang mempunyai hak hadhanah pula”; 
                                                          
16Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 431.  
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4) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab 
ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 
tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”; 
5) “Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Peradilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (1), (b), (c), 
dan (d)”; 
6) “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya”. 17 
 
Dengan demikian jelas jika terjadi perceraian maka yang berhak 
memlihara anak yang belum mumayyiz adalah pihak istri. Adapun Masdar F. 
Mas’udi memberikan pemahamanya tentag pemeliharaan anak, yaitu, 
1. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu 
melebihi kasih sayang sang ayah,  
2. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat 
dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah,  
3. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih 
menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.18 
Hal senada dengan penjelasan tersebut, menurut Baqir al-Habsyi, sebab-
sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu memiliki kemampuan untuk mendidik 
dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu. Di 
samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya 
tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan.19 Namun 
                                                          
17Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 72-73.  
18Masdar Farid Mas’udi, Hak-Hak Reproduksi Prempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan 
(Bandung: Mizan, 1997), h. 151-152.  
19Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis Menurut Al-Qur’an, Sunnah, dan Pendapat 
Para Ulama (Bandung: Mizan, 2002), h. 237. 
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sekali penting dicatat, keunggulan ibu tidak diperlakukan untuk selamanya. Ini 
berlaku untuk anak-anak yang belum mumayyiz. 20 
 
                                                          
20H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 





Berdasarkan penjelasannya yang berkaitan dengan hak asuh anak 
(hadhanah), peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu 
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat ini 
belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak. Barulah setelah 
diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan Intuksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah hadhanah menjadi hukum positif 
di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan 
menyelesaikannya. Hal itu terdapat dalam Pasal 41, 45, 46, 47, 48, dan 49 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
2. Hak asuh anak hukumnya wajib,. Semua ulama bersepakat bahwa yang 
menjadi hak asuh anak adalah ibunya dan memikul biaya hak asuh anak 
adalah tanggung jawab ayahnya. Ditambahkan di Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dalam Pasal 105 juga menentukan bahwa anak yang belum 
mumayyiz atau belum belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk 
memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat 






B. Implikasi Penelitian 
Adapun peneliti mengangkat judul skripsi “Hak Asuh Anak Menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan 
Komparatif)”. Peneliti menemukan ada hal yang menarik dikaji dengan persoalan 
hak asuh  anak (hadhanah) di Indonesia. Peneliti menemukan konsep hak asuh 
anak ini sangat relevan dengan kondisi sekarang yang dimana, fakta di lapangan 
terdapat banyak problem di mayarakat yang ketika keluarganya telah bercerai 
melalui putusan Pengadilan Agama kedua orangtuanya saling memperebutkan 
atau masih ingin memiliki anaknya. 
Persoalan ini menimbulkan perhatian khusus terhadap orangtua yang 
dimana persoalan tersebut yang masih ada beberapa orang yang belum memahami 
aturan-aturan hukum berkaitan dengan hak asuh anak yang telah diatur oleh 
Undang-Undang. Selanjutnya dalam hal upah hak asuh anak ini sering muncul 
problem ketika ayahnya tidak ingin melakukan kewajibannya untuk menafkahi 
anaknya, maka secara otomatis ibunya yang akan memikul beban itu. Hak asuh 
anak mungkin akan menjadi ibunya namun tidak menutup kemunkinan ibunya 
tidak menerima tanggung jawab sebagai hak asuhnya. Maka, bisa saja ayahnya 
akan memikul tanggung jawab sebagai hak asuh anaknya. 
Dalam hal ini peneliti, mengharapkan kepada semua orang yang berumah 
tangga ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama, hal yang dipikirkan 
pertama adalah nasib anaknya pasca bercerai. Ini akan menimbulkan sikap 
kekhawatiran anak pasca orangtuanya bercerai, anak tersebut akan mengalami 
depresi dan terguncang hatinya ketika melihat orangtuanya akan berpisah. 
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